
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor Tanggal Halaman 1 dari 1

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

01524A 08-Apr-2026

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kuasa Bendahara Umum
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah

Tahun Anggaran:
Dasar Pembayaran
DIPA No.

Jenis Tagihan :

KPPN Jakarta I (018)
Rp

****  SATU MILYAR DUA RATUS SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH
EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH ****

2026

DIPA-123.01.1.439005/2026

NON GAJI
KONTRAKTUAL

Tanggal 21-Nov-2025:
UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN
ANGGARAN 2026

TerjadwalJatuh Tempo :

:Cara Bayar SP2D
: 00000001No. Register

 1.209.494.968,00

06-01-2026Tanggal Kontrak/SPK :
:Nomor Kontrak/SPK

EP-01KE2AX30X93NH1D2F14TWM0N7

:Nomor CAN A/018.26000309/0/0

:

JUMLAH UANGPENGELUARAN

 1.369.938.178,00439005.018.522191.12301WA.6221EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

 1.369.938.178,00Jumlah Pengeluaran

JUMLAH UANGPOTONGAN

 24.683.571,00635972.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000

 135.759.639,00635972.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000

 160.443.210,00Jumlah Potongan
 1.209.494.968,00TOTAL PEMBAYARAN

Bank / Pos BANK RAKYAT INDONESIA
Kepada:

363198: :Nomor
Nama Supplier : PT. SEBELAS KUPU UNGU

NPWP2
:
:

NOP

NPWP1 0021457940002000

0000268789009000

:

Rekening : 050201000579304

:Nama Pemilik SEBELAS KUPU UNGU

Alamat : PERKANTORAN MITRA MATRAMAN BLOK D KAV.9

:Uraian Pembayaran Belanja Barang Termin Ke IV sesuai BAPP nomor BA-010/PPK-UDK-HP/LPSK/04/2026 Tanggal 1 April 2026 BAP
Nomor BA-012/PPK-UDK-HP/LPSK/04/2026 Tanggal 1 April 2026

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
JAKARTA, 8 April 2026

NIP 198109292010122001
CITA MISMIANA

Pejabat Penandatangan SPM

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan
ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Penandatangan SPM.


